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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana hak-hak tersangka 
untuk memperoleh perlindungan hukum pada 
tingkat penyidikan dalam perkara pidana 
ditinjau dari KUHAP dan bagaimana bentuk 
perlindungan hukum terhadap tersangka pada 
tingkat penyidikan dalam perkara pidana 
ditinjau dari KUHAP.  Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, dapat 
disimpulkan: 1. Hak-hak tersangka untuk 
memperoleh perlindungan hukum pada tingkat 
penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari 
KUHAP adalah Hak untuk segera diperiksa 
perkaranya; Hak untuk bebas memberikan 
keterangan;  Hak untuk mendapatkan juru 
bahasa; Hak untuk mendapat bantuan hukum;  
Hak untuk didampingi penasehat hukum secara 
Cuma-Cuma; Hak untuk menghubungi 
penasehat hukumnnya; hak untuk mengajukan 
saksi yang meringankan dan hak-hak lainya 
sesuai KUHAP. 2. Bentuk perlindungan hukum 
terhadap tersangka pada tingkat penyidikan 
dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP 
adalah Perlindungan dari Penyidik, 
Perlindungan dari Polisi, perlindungan dari 
Lembaga Bantuan Hukum dan Penasehat 
Hukum, dan perlindungan jasmani dan rohani 
tersangka yang antara lain menyangkut: 
Pendampingan Perwakilan Negaranya; 
Pelayanan dan Perawatan Kesehatan; 
Pemberian Kebebasan Menghubungi 
Keluarganya Serta Menerima Kunjungan Dan 
Mengirim Atau Menerima Surat Menyurat; dan 
Pemberian pelayanan Rohani lewat kunjungan 
dari rohaniawan. 
Kata kunci: Perlindungan hukum, tersangka, 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam hal penyidikan, KUHAP cukup banyak 
mengatur ketentuan mengenai penyidikan 
suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan 
tersebut antara lain diatur dalam Bab IV, Bagian 
Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 
tentang penggunaan upaya paksa (dwang 
middelen),3 Pasal 32-49 tentang kewajiban 
membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 
102-136 juga diatur mengenai teknis-teknis 
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.  
Selain ketentuan-ketentuan mengenai 
penyidikan tersebut di atas, KUHAP juga 
mengatur tentang hak-hak tersangka. Hak-hak 
tersangka di dalam KUHAP, diatur dalam Bab VI 
Pasal 50-68.4 Di dalam KUHAP juga mengenal 
asas inquisitor lunak artinya seorang tersangka 
dalam suatu proses pemeriksaan awal tersebut 
tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai 
subjek. Tersangka berhak dengan bebas 
memberikan jawaban atas pertanyaan dari 
penyidik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh 
Harahap, bahwa:  
Di dalam KUHAP juga mengenal asas 
inquisitor lunak artinya seorang tersangka 
dalam suatu proses pemeriksaan awal 
tersebut tidak diperlakukan sebagai objek, 
tetapi sebagai subjek. Tersangka berhak 
dengan bebas memberikan jawaban atas 
pertanyaan dari penyidik. Dengan ketentuan 
ini, tersangka tidak dapat dipaksa atau 
diancam untuk mengaku bersalah. Dengan 
demikian, tujuan pemeriksaan awal oleh 
penyidik bukan dimaksudkan untuk 
mendapatkan pengakuan tersangka, 
melainkan untuk memperoleh keterangan 
mengenai peristiwa pidana yang 
disangkakan kepadanya. Selain itu setiap 
saat tersangka diberi hak berkonsultasi 
dengan penasihat hukumnya. Penasihat 
hukum harus menjelaskan kepada tersangka 
pada saat pemeriksaan atas setiap 
pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik.5 
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Dengan ketentuan ini, tersangka tidak dapat 
dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. 
Dengan demikian, tujuan pemeriksaan awal 
oleh penyidik bukan dimaksudkan untuk 
mendapatkan pengakuan tersangka, melainkan 
untuk memperoleh keterangan mengenai 
peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. 
Selain itu setiap saat tersangka diberi hak 
berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.  
Jika dilihat ketentuan-ketentuan mengenai 
penyidikan di atas, maka para penyidik 
sepertinya memiliki kewenangan dan 
keleluasaan untuk melakukan “serangkaian 
tindakan”. Oleh karena itu maka dalam 
prakteknya, serangkaian tindakan tersebut 
malah menjadi alasan para penyidik seringkali 
melakukan tindakan yang berlebihan terhadap 
tersangka dan melawan hukum. Hal ini 
disebabkan karena besarnya kewenangan yang 
diberikan undang-undang, serta sebagian 
rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri 
memberikan peluang untuk terjadinya 
pelanggaran tersebut. Contohnya adalah pada 
rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang 
menyatakan penyidik dapat “mengadakan 
tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab”.6 Sekalipun rumusannya 
kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini 
memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk 
bertindak semaunya, dengan alasan bahwa 
tindakan yang dilakukan tersebut merupakan 
tindakan keharusan dan masih selaras dengan 
wewenang sebagaimana KUHAP. 
Berkaitan dengan uraian yang dikemukakan 
di atas maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penulisan hukum dengan 
mengangkat judul “perlindungan hukum 
terhadap tersangka pada tingkat penyidikan 
dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah hak-hak tersangka untuk 
memperoleh perlindungan hukum pada 
tingkat penyidikan dalam perkara pidana 
ditinjau dari KUHAP? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan 
hukum terhadap tersangka pada tingkat 
penyidikan dalam perkara pidana ditinjau 
dari KUHAP?  
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C. Metode Penulisan 
Metode yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini adalah metode yuridis normatif 
dengan pendekatan library research atau 
pendekatan studi kepustakaan. Metode dan 
pendekatan ini adalah metode yang umum 
digunakan dalam penelitian hukum.  
 
PEMBAHASAN 
A. Hak-hak Tersangka Untuk Memperoleh 
Perlindungan Hukum Pada Tingkat 
Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau 
Dari KUHAP 
Dalam proses perkara pidana pada dasarnya 
ada tiga instasi penegak hukum yang 
berwenang dalam menyelesaikan perkara 
pidana antara lain Kepolisian Negara Republik 
Indonesia selaku penyidik, Jaksa selaku 
penuntut umum dan Hakim yang memaksa dan 
memutuskan hukumannya. Dalam pada itu 
seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan 
(opsporing) karena diduga telah melakukan 
tindak pidana, dalam kedudukannya yang 
demikian itu ia berstatus sebagai tersangka 
akan tetapi bilamana seseorang tersebut 
berada dalam proses penuntutan oleh 
kejaksaan (nasporing) sampai pada tahap 
pemeriksaan di pengadilan tetapi belum sampai 
vonis Hakim yang memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, maka ia statusnya sebagai 
terdakwa.  
Hal ini sesuai dengan asas praduga tak 
bersalah yang mengandung pengertian belum 
dianggap telah bersalah sebelum adanya 
putusan Hakim yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Juga untuk menghindari adanya 
tindakan sewenang-wenang dari pejabat 
penegak hukum serta menghindari adanya 
tindakan main hakim sendiri, ini masih sering 
terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari-
hari tanpa melalui proses persidangan sesuai 
dengan prosedur hukum yang berlaku. Selama 
dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi 
tersangka untuk menggunakan hakhaknya 
sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP).7 
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Adapun hak-hak tersangka sebagaimana 
diatur dalam KUHAP adalah: Hak untuk segera 
diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut 
Pasal 50 KUHAP; Hak untuk bebas memberikan 
keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 
KUHAP; Hak untuk mendapatkan juru bahasa, 
sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP; 
Hak untuk mendapatkan penerjemah, 
sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP; 
Hak untuk mendapat bantuan hukum 
sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP; Hak 
untuk memilih penasehat hukum sebagaimana 
menurut Pasal 55 KUHAP; Hak untuk 
didampingi penasehat hukum secara Cuma-
Cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP; 
Hak untuk menghubungi penasehat 
hukumnnya, sebagaimana menurut Pasal 57 
ayat (1); Hak untuk menghubungi perwakilan 
negaranya sebagaimana menurut Pasal 57 ayat 
(2) KUHAP bagi yang berkebangsaan asing.8  
Hak untuk mendapatkan perawatan 
kesehatan sebagaimana menurut Pasal 58 
KUHAP; Hak untuk diberitahukan atau 
menghubungi keluarganya sebagaimana 
menurut Pasal 59 KUHAP; Hak untuk 
menghubungi dan menerima kunjungan, 
sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP; Hak 
untuk menghubungi dan menerima kunjungan 
keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 
KUHAP; Hak untuk surat menyurat, 
sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP; 
Hak untuk menghubungi dan menerima 
kunjungan dari rohaniawan, sebagaimana 
menurut Pasal 63 KUHAP; Hak untuk 
mengajukan saksi yang meringankan, 
sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP; Hak 
untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian 
sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP; Hak 
untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana 
menurut Pasal 30 dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat 
(2) KUHAP; Hak untuk menuntut ganti kerugian 
dan rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 68 
dan Pasal 81 KUHAP; Hak untuk diperiksa di 
tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 
119 KUHAP; Hak untuk mendapat rehabilitasi 
sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP; 
Hak untuk segera diperiksa sebagaimana 
menurut Pasal 122 KUHAP;9 
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Hak untuk mengajukan keberatan 
sebagaimana menurut Pasal 123 ayat (1) 
KUHAP; Hak untuk mendapatkan bantuan 
hukum sebagaimana menurut Pasal 114 
KUHAP; Hak untuk mendapatkan saksi yang 
meringankan sebagaimana menurut Pasal 116 
ayat (3) KUHAP; Hak untuk memberikan 
keterangan tanpa tekanan sebagaimana 
menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP; dan 
tersangka berhak berhak dirawat diluar rutan 
sebagaimana menurut Pasal 9 Keputusan 
Menkeh RI No. 04UM.01.06/1983 tentang Tata 
Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan 
Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.10 
 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap 
Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam 
Perkara Pidana Ditinjau Dari KUHAP 
Perlindungan hukum adalah salah satu 
bentuk tindakan hukum yang dilakukan 
pemerintah dan negara terhadap seluruh warga 
masyarakat. Khususnya terhadap para 
tersangka yang melakukan perbuatan pidana, 
bentuk perlindungan yang dilakukan hendaknya 
menyesuaikan dengan hak-hak tersangka 
sebagaimana dituangkan dalam KUHAP. 
Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa 
“kepentingan hukum dari individu dalam hal ini 
adalah pihak yang memperoleh tindakan 
penangkapan serta penahanan atas tersangka 
harus diperhatikan serta harus dilindungi, 
jangan sampai mendapat tindakan sewenang-
wenang dari petugas penegak hukum”.11 Oleh 
karena itu maka dalam melakukan 
perlindungan bagi tersangka, hak-hak tersangka 
merupakan sebuah panduan yang dijadikan 
sebagai petunjuk. Hal ini mengingat dalam 
keseluruhan hak tersangka tersebut, 
terkandung kebutuhan prinsipil yang banyak 
dibutuhkan oleh para tersangka. 
 
1. Perlindungan Dari Penyidik 
Bentuk perlindungan lain yang bisa 
dilakukan terhadap tersangka dalam perkara 
pidana adalah perlindungan dari penyidik 
sendiri. Perlindungan penyidik sangat penting 
bagi peningkatan rasa aman bagi tersangka 
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dalam menyampaikan keterangan yang 
menujang proses penyidikan. 
Dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama 
dalam meminta keterangan/informasi terhadap 
tersangka, penyidik harus menguasai dan dapat 
menerapkan pengetahuan psikologi. Psikologi 
sangat besar peranannya dalam proses ini, 
karena psikologi lebih melihat latar belakang 
tingkah laku perbuatan individu yang diperiksa. 
Dengan menerapkan bidang psikologi tersebut, 
seorang penyidik dapat mempelajari dan 
mengenal lebih dalam tentang apa dan siapa 
tersangka itu, bagaimana watak dan 
kepribadiannya, sifatsifatnya sehingga dapat 
ditentukan cara pendekatan yang lebih akrab 
dan intim.12  
Semakin mengenal pribadi tersangka, 
semakin akrab dan lancar komunikasi antara 
penyidik dan tersangka. Keakraban tersebut 
dapat membantu penyidik mengumpulkan 
keterangan tersangka sebagai salah satu bahan 
untuk pembuktian. Pendekatan tersebut juga 
dapat diterapkan untuk mengatasi 
bila/seandainya tersangka mempunyai rasa 
enggan untuk menjawab atau memberikan 
keterangan.  
 
2. Perlindungan Dari Polisi  
Menurut ketetapan MPR RI No. 
VI/MPR/2000, dijelaskan bahwa Kepolisian 
Negara Republik Indonesia adalah alat negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan. 
Memelihara keamanan mengandung makna 
menjaga terpeliharanya situasi dan kondisi 
bebas dari kerusakan atau kehancuran yang 
mengancam keseluruhan atau perorangan, dan 
memberikan rasa bebas dari ketakutan atau 
kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa 
kepastian akan terjaminnya segala kepentingan, 
atau suatu keadaan yang bebas dari 
pelanggaran norma-norma hukum.13 
Dalam ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, 
pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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merupakan alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, memberikan 
pengayoman,dan pelayanan kepada 
masyarakat.” dan dalam menjalankan perannya 
tersebut wajib memiliki keahlian dan 
keterampilan secara profesional. 
 
3. Perlindungan Dari Lembaga Bantuan 
Hukum dan Penasehat Hukum 
Penasihat hukum adalah bantuan hukum 
yang dapat dimanfaatkan bantuannya oleh 
tersangka ketika menghadapi masalah hukum. 
Bantuan hukum diatur di dalam KUHAP Bab VII 
Pasal 69-74. Selain di KUHAP bantuan hukum 
juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
Tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (3) 
menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum 
adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi 
kemasyarakatan yang memberi layanan 
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 
ini”. Bantuan Hukum diberikan kepada 
Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi 
masalah hukum, yang meliputi masalah hukum 
keperdataan, pidana, dan tata usaha negara 
baik litigasi maupun nonlitigasi, serta 
menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, 
membela, dan/atau melakukan tindakan 
hukum lain untuk kepentingan hukum 
Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4 ayat (1-3)). 
Pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa 
“Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan 
untuk menjamin dan memenuhi hak bagi 
Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan 
akses keadilan”.14 
Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik 
wajib memberitahukan hak tersangka untuk 
mendapatkan bantuan hukum atau dalam 
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) ia wajib didampingi penasehat 
hukum. Menurut Pasal 1 Keputusan Bersama 
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 
KMA/805/SKB/VIII/1987 tentang Tata Cara 
Pengawasan, Pemidanaan dan Pembelaan Diri 
Penasehat Hukum, penasehat hukum adalah: 
“Mereka yang memberikan bantuan atau 
nasehat hukum, baik yang bergabung atau tidak 
dalam suatu persekutuan penasehat hukum, 
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baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang 
disebut sebagai pengacara/advokat atau 
pengacara praktek”.  
Menurut Pasal 1 ayat (13) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
penasehat hukum adalah: “Seseorang yang 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau 
berdasar Undang-Undang untuk memberi 
bantuan hukum”. Dalam perkara pidana, 
peranan penasehat hukum dalam pemeriksaan 
pendahuluan adalah: 
a) Membantu mencari, menemukan dan 
menegakkan kebenaran dan keadilan. 
b) Membantu memperlancar 
penyelesaian perkara dengan 
menjunjung tinggi Pancasila, hukum 
dan keadilan (pasal 37 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970). 
c) Menjaga dan membela hak-hak 
tersangka/terdakwa (pasal 54 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 
Pada waktu penyidik/penyidik pembantu 
sedang melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti 
jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan 
mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal 
kejahatan terhadap keamanan negara, 
penasehat hukum tidak dapat mendengar 
pemeriksaan terhadap saksi (Surat Keputusan 
Kapolri tanggal 11 September 2000 
No.Pol.Skep/1205/ IX/2000 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana). 
Pendampingan dari penasehat hukum 
merupakan sesuatu yang bisa memberikan 
kepercayaan diri bagi tersangka dalam 
menghadapi kasusnya. Penasehat hukum 
adalah orang yang memahami hukum secara 
baik sehingga dengan bantuan pendampingan 
yang dimiliki tersangka diharapkan tersangka 
dapat mengikuti proses hukum dengan baik dan 
merasa dilindungi.  
Dalam Pasal 54 KUHAP dinyatakan bahwa: 
“guna kepentingan pembelaan, terdakwa 
berhak mendapat bantuan hukum dari seorang 
atau lebih penasehat hukum selama dalam 
waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, 
menurut tata cara yang ditentukan dalam 
undang-undang ini.” Selanjutnya ditegaskan 
dalam Pasal 55 bahwa: “untuk mendapatkan 
penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, 
terdakwa berhak memilih sendiri penasehat 
hukumnya.”15 Selain itu juga dalam Pasal 57 
ayat (1) yang menyebutkan bahwa tersangka 
berhak menghubungi penasehat hukumnya 
sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
 
4. Perlindungan Jasmani dan Rohani 
Tersangka 
Perlindungan yang dilakukan terhadap 
tersangka pada tahapan penyidikan juga perlu 
dilakukan dalam tahapan jasmani dan juga 
rohani si pelaku tindak pidana. Hal ini penting 
untuk menjaga kesehatan tersangka dalam 
menghadapi proses persidangan nantinya. 
Bentuk perlindungan yang bisa dilakukan sesuai 
dengan yang dinyatakan dalam KUHAP adalah: 
a) Pendampingan Perwakilan Negaranya 
Dalam kasus-kasus yang melibatkan 
pelaku tindak kejahatan yang berasal dari 
negara lain, maka pendampingan 
perwakilan negara merupakan sebuah 
bentuk upaya perlindungan yang 
dilakukan bagi tersangka. Contohnya 
adalah Kasus Narkoba yang melibatkan 
terpidana Merry Jeane asal Filipina yang 
walaupun telah mendapat status sebagai 
terpidana Mati, namun negara tetap 
menghormati proses hukum dengan 
memberikan kesempatan kepada 
perwakilan negaranya untuk memberikan 
dorongan spiritual bagi tersangka untuk 
menghadapi kasusnya dengan besar hati. 
Pendampingan dari perwakilan 
negaranya merupakan salah satu 
pelaksanaan terhadap hak tersangka 
yang tercantum dalam KUHAP, 
khususnya Pasal 57 ayat (2) yang 
menyebutkan bahwa: tersangka yang 
berkebangsaan asing yang dikenakan 
penahanan berhak menghubungi dan 
berbicara dengan perwakilan negaranya 
dalam menghadapi proses perkaranya.16 
b) Pelayanan dan Perawatan Kesehatan  
Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi 
tersangka merupakan salah satu bentuk 
perlindungan terhadap tersangka. Dalam 
kenyataan, sering dijumpai bahwa pihak 
penyidik bahkan kurang memperhatikan 
persoalan ini dan melakukan penekanan 
dan kekerasan fisik terhadap tersangka. 
                                                          
15
 Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, Op. Cit., hlm. 57. 
16
 Ibid., hlm. 57-58. 
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Hal ini tentu akan berpengaruh buruk 
terhadap kelancaran proses penyidikan. 
Dalam proses penyidikan, penyidik perlu 
melindungi tersangka dengan 
memberikan pelayanan dan perawatan 
kesehatan sebagaimana termuat dalam 
KUHAP Pasal 58 yang menyatakan: 
“tersangka yang dikenakan penahanan 
berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dokter pribadinya untuk 
kepentingan kesehatan baik yang ada 
hubungannya dengan proses perkara 
maupun tidak.”17 
c) Pemberian Kebebasan Menghubungi 
Keluarganya Serta Menerima Kunjungan 
Dan Mengirim Atau Menerima Surat 
Menyurat 
Tersangka adalah juga seorang manusia 
yang membutuhkan dukungan dari 
orang-orang terdekatnya seperti suami, 
atau isteri, anak atau ayah dan ibunya 
serta kerabat keluarganya. Walaupun 
telah melakukan kesalahan, namun 
mereka tetap membutuhkan dukungan 
dari keluarga dan orang terdekat. Bentuk 
perlindungan yang bisa diberikan adalah 
dengan memberikan kesempatan 
tersangka untuk bisa berjumpa dengan 
orang-orang terdekatnya yang disayangi. 
Pendampingan ini bisa menjadi pemicu 
bagi tersangka untuk cepat menyesali 
perbuatannya dan ketika keluar nanti ia 
bisa tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
Perlindungan bagi tersangka dengan 
pemberian kebebasan menghubungi 
keluarganya serta menerima kunjungan 
dan mengirim atau menerima surat 
menyurat merupakan aktualisasi dari 
amanat KUHAP Pasal 59, Pasal 60, dan 
Pasal 61 serta Pasal 62 ayat (1). 18 
Keempat pasal tersebut merupakan 
perwujudan nyata hak tersangka yang 
harus dipenuhi oleh penyidik dan 
lembaga yang berwenang dalam 
penahanan tersangka untuk 
mendapatkan pelayanan berupa 
menerima kunjungan dan mengirim atau 
menerima surat menyurat. 
d) Pemberian pelayanan Rohani lewat 
kunjungan dari rohaniawan 
                                                          
17
 Ibid., hlm. 58. 
18
 Ibid., hlm. 58-59. 
Pelayanan rohani merupakan salah satu 
bentuk perlindungan yang harus 
diberikan terhadap tersangka. Penyidik 
dan para petugas yang berwenang harus 
membantu tersangka dengan 
memberikan kesempatan tersangka 
mendapat pelayanan dari rohaniwan 
agamanya. Pendampingan rohani ini 
penting untuk memberikan dorongan 
dan semangat spiritual bagi tersangka 
dalam menghadapi kasus yang 
disangkakan oleh penyidi bahwa 
diakukan olehnya. 
Perlindungan hukum terhadap tersangka 
dengan pemberian pelayanan rohani ini 
merupakan aktualisasi dari hak tersangka 
sebagaimana termuat dalam Pasal 63 
KUHAP yang menyatakan: tersangka 
berhak menghubungi dan menerima 




1. Hak-hak tersangka untuk memperoleh 
perlindungan hukum pada tingkat 
penyidikan dalam perkara pidana ditinjau 
dari KUHAP adalah Hak untuk segera 
diperiksa perkaranya; Hak untuk bebas 
memberikan keterangan;  Hak untuk 
mendapatkan juru bahasa; Hak untuk 
mendapat bantuan hukum;  Hak untuk 
didampingi penasehat hukum secara 
Cuma-Cuma; Hak untuk menghubungi 
penasehat hukumnnya; hak untuk 
mengajukan saksi yang meringankan dan 
hak-hak lainya sesuai KUHAP. 
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap 
tersangka pada tingkat penyidikan dalam 
perkara pidana ditinjau dari KUHAP 
adalah Perlindungan dari Penyidik, 
Perlindungan dari Polisi, perlindungan 
dari Lembaga Bantuan Hukum dan 
Penasehat Hukum, dan perlindungan 
jasmani dan rohani tersangka yang 
antara lain menyangkut: Pendampingan 
Perwakilan Negaranya; Pelayanan dan 
Perawatan Kesehatan; Pemberian 
Kebebasan Menghubungi Keluarganya 
Serta Menerima Kunjungan Dan 
Mengirim Atau Menerima Surat 
                                                          
19
 Ibid., hlm. 59. 




Menyurat; dan Pemberian pelayanan 
Rohani lewat kunjungan dari rohaniawan 
 
B. Saran  
1. Tersangka memiliki hak yang harus 
dilindungi oleh penyidik, oleh karena itu 
sangat diharapkan dan disarankan bagi 
petugas penyidi baik Polri maupun PNS 
yang ditentukan oleh undang-undang 
untuk bisa melindungi hak-hak tersangka 
dengan baik dan bukannya 
memperlakukan tersangka dengan 
tekanan dan kekerasan; 
2. Perlindungan yang diharapkan oleh para 
tersangka adalah perlindungan secara 
lahir maupun batin. Oleh karena itu, 
dalam melindungi tersangka, diharapkan 
agar para penyidik dan petugas yang 
berwenang dapat melindungi tersangka 
dengan sungguh-sungguh secara lahir 
maupun batin. Konkritnya adalah secara 
lahir batin tersangka dilindungi dari 
pemeliharaan kesehatan fisik, terbebas 
dari tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan 
pendampingan rohani dari tokoh agama 
dan juga keluarga, mendapat 
perlindungan dari penasehat hukum dan 
lembaga bantuan hukum serta mendapat 
jaminan rasa aman dari pihak kepolisian. 
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